
WALIKOTA AMBON,

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang pentlng guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Parkir
yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 tahun
2003, tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 6
Tahun 2003 Seri A Nomor 06) sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak
Parkir;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645).

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiavTahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

c.

Mengingat

b.

Menimbang    : a.

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR- 7 TAHUN2012

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.

2.Walikota adalah Walikota Ambon.

3.Dinas adaiah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur peiaksana Otonomi Daerah
di Bidang Pendapatan Daerah.

4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon

Tahun 2009 Nomor 1 Serf A Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 242).

5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan
Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus
Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 809).

6.Peraturan Pemeriniah Nomor 13 Tahun 1979 teniang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137).

7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2010

tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi  daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010, nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia nomor 516 i).

8.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak
daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau

dibayar  sendiri  oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010, nomor 153); (tambahan Lembaran negara
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•t a   c^ C.^r>_:.,i_ r-x.i:... j:_;i^ ppnr\  ^j_i_t- u.-i_^:li^. ^ixiai ^exoxaxi rajaK ^aeiau, yang seianjuuiya uxsingkai a^rn, auaian uuku pemoayaraii

atau penyetoran pajuk yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan eara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Waiikota.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16.Surat ketetapan pajak daerah yang seianjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terhutang.

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi

uaix juiiiitui yaiig iiiaMix ixaxus uxuoyox.

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaxaan bermotor yang bersifat sementara.

6.SubjekPajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7Wajib Pajak adaiah orang pribadi aiau Badan, meiipuii pembayar pajak, pemoiong pajak,
' dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan

melaporkan pajak yang terutang.
9.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

10.Psnungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunaa data objek dan
subjek pajak^ penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak

kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

11.Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor.

12.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut
perundang-undangan perpajakan daerah.

13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupim yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.



Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan
bermotor.

Pasal 3
(1)Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang

uiseuiakaii berkaiiah dengan pokok usaha maupiin yang disediakan sebagai siiaui usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2)Termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)   adalah parkir
insidentil/temprorer  yang dilakukan pada tempat * parkir "pada bangunan/gedung
pemerintah dan swasta yang disewakan.

(3)Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b.penyelenggaraan iempat Parkir oleh perkanioran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri;

c.penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jaian, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

21.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutaya disingkat STPD adalah Surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

23.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi

untuk periode Tahun Pajak tersebut.

24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan seeara objektif dan profesional berdasarkan suafu
standar pemeriksaan imtuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

25.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.



Pacal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8
Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud daiam Pasai 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 5.

Pasal 6

(1)Perhitungan besarnya tariff sewa parkir didasarkan :    f
a.Klasifikasi tempat parkir, terdiri dari :

1). Gedung parkir;
2). Lingkungan parkir;
3). Peraiatan parkir;
4). Garasi yang disewakan;
5). Jenis tempat parkir kendaraan lainnya.

b.Jenis kendaraan, terdiri dari :
1). Kendaraan bermotor truk gandengan / trailer / konteiner;
2). Kendaraan bermotor bus,/,truk;
3). Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks;.
4). Kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, minibus, pick up;
5).- Kendaraan bermotor roda 2 (dim) dan rods 3 (tiga) sepertj seneda motor dan

sejenisnya.

c.Frekuensi pemakaian tempat parkir, terdiri dari:
"1). Satuan jam;
2). Satuan hari;
3). Satuan bulan.

(2)Struktur, klasifikasi, dan besarnya tarif sewa parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
penyeienggara tempat Parkir.

(2)Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa

Parkir.

(3)Tarif sewa parkir unhik penyeienggaraan parkir cuma-cuma ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.



BAB VI

PENDAFTARAN, PENGUKUHAN, PERHITUNGAN

DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1)Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan usahanya kepada Waiikota melalui Dinas;

(2)Pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya
kegiatan usaha dan telah memiliki SITU;

y^j o^i^xcui iii^it^r^ujvaii pviiu^tiuucui, vv ajiu x ajtuv  viiA.uiv.uijj\.aii u^ii^au uiu^.it^cui i^t^iuv/i

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

(4) Pengukuhan Wajib Pajak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

(1)Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal Masa Pajak wajib mengisi
SPTPD.

(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap, dan
benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

BABIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BABV

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Pajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender kecuali ditetapkan lain oleh

Waiikota.

Pasal 11

Saat Pajak Terutang adalah pada saat diterimanya pembayaran atas pelayanan Parkir oleh

penyeienggara tempat Parkir.



BAB VII

TATA CARA FEMUNGUTAN

Pasal 15

(1)Pemungutan Paj ak dilarang diborongkan.

(2)W^jib Pajak memenulii kew^jiban perpc^akan dengan SPTPD, SKPDKB, dan/atau
SKPDKBT.<——

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat
menerbitkan:

a.  SKPDKB dalam hal:

(1)jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

(2)jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan
setelah ditegur secara tertuiis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran;

(3)jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung

Pasal 14

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri
dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalara Pasal 13 ayat (1).

(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota
melalui Dinas selambat^lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhimya Masa Pajak.

(4)Walikota atas permohonan Wajib Pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima
dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untukjangka waktu tertentu.

(5)SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak
sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah
ditetapkan.

(6)Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau
tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah akan dikenakan sanksi pidana berupa danda sesuai dengan Peraturan

Daerah ini.

(7)Bentuk, isi, tata earn pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang selama 30 (tiga puluh) had kerja setelah saat terutangnya
pajak.

(2)SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran p^yak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

b.SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c.SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,

(2)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 'bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

(3)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut,

(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5)Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

(1)Tata cam penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Walikota.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)_dan ayat (5)
diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD j ika:

a.pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b.dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah
tulis dan/atau salah hitung;

e. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif bempa bunga dan/atau denda.

Pasal 21

(1)Setiap pembayaran Pajak sebagaimana pada Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran
dan dicatat dalam buku penerimaan.^-—

(2)Behtuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Waiikota.

Pasal 20

(1)Pembayaran Pajak hams dilakukan sekaligus.

(2)Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak
terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3)Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams dilakukan
secara teratur dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang bayar.

(4)Walikota dapat memberikan persetujuan kepada W^'ib Pajak untuk menunda
pembayaran Pajak sampal batas waktu yang telah ditentukan dengan bunga 2% (dua
persen) dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5)Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

(1)Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh
Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan daiam SPTPD,
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2)Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
Pajak hams disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3)Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
SSPD.
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BABX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk atas suatu:

a.SKPDKB;
b.SKPDKBT;

c.SKPDLB;

d.SKPDN;
@.  Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga.

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yangjelas.

(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib P^jak.

(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Siirat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6)Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau P^'abat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 25

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.

Pasal23

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) humf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya
pajak.
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BAB XI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 28

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan dan keringanan pajak dalam hal:

a.Terjadi suatu bencana;

b.Pemberian stimulus  kepada masyarakat/Wajib Pajak dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Pajak;

Pasal 27

(1)Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3)Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

(5)Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 26

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat
yang ditunjuk,

(2)Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3)Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(2)Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



c.Usaha pengentasan kemiskinan;

d.Usaha peningkatan perekonomian masyarakat;

e.Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB XII

TAMBAHAN SANKSIADMINISTRASI

Pasal 29

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (5), pasal 21 ayat (3), pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), pasal 25 ayat (2)dan^yat (3), pasal
30 ayat "-(if,i ayat (3) ayat (4> da^--ayat-(5) wajib pajak melalaikan kewajiban dan tetap
menunda dan/atau menolak membayar atau menambah pajak maupun dendanya atau dengan
sengaja memungut dengan tidak menggunakan nota pembayaran/kupon parkir yang sah atau
memungut tetapi tidak disetorkan ke kas daerah atau Tidak melayani dengan baik petugas
dan/atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan
melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari walikota, Walikota
berwenang:

1.Menyegel/menutup sementara tempat usaha dalam jangka waktu tertentu sampai denda

berupa bunga dibayarkan; dan/atau

2.Mencabut ijin usaha (SITU) Tempat Parkir;

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

(1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau pejabat yang
ditunjuk dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan  penerapan ketentuan tertentu  dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerali.

(2)Walikota atau pejabat yang berwenang dapat:
a.Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;

b.Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;

e. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal32

(1)Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya P^jak, kecuali apabiia W^jib P^yak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2)Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabiia:

a.diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal31

(1)Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota,

(2)Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), haras memberikan keputusan.

(3)Apabiia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4)Apabiia Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Pajak tersebut.

(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran keiebihan pembayaran Pajak.

(7)Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Walikota.

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Tata cam pengurangan atau penghapusau sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Walikota.
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Pasal 35

(1)Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2)W^jib Pajak yang diperiksa w^yib:

a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c.memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

(1)Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2)Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau

pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(2)Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 33

(1)  Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

(4)Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belura melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.



15

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal36

(1)Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan pajak dan pihak lain yang merabantu
dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)Besaraya pembayaran ensentif ditetapkan oleh Walikota.

BABXVni

PENYIDIKAN

Pasal 37

(1)Pejabat Pegawai Negeri  Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakon Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perandangundangan.

(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.menerima, mencari,  mengumpulkan, dan meneliti  keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai ©rang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,

dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah;
g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

j.   menghentikan penyidikan; dan/atau
k. meiakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

(1)Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran
daerah Kota Ambon Tahun 2003 Seri B Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Semua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaks^aan
pemungutan Pajak Parkir sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal39

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya
Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal38
(1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kumngan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

(2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Repubiik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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HERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2012 NOMOR 7  SER1 B NOMOR07

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Pebruari 2012

:

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15Pebruari2012

SEKRETAR1S KOTA AMBON

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
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Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (1)

3

Cukupjelas

2

Cukupjelas

1

Pasal

Pasal

Pasal

PASAL DEMI PASAL

Pemerintahannya melalui Kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta,

prakarsa dan pemberdayaan Masyarakat dengan tetap mengutamakan efesiensi dan

efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan yang bertujuan

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah berhak mengenakan

pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dengan menempatkan pajak daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi
yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

I.  UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari Komitmen Pemerintah untuk mendorong

Percepatan perubahan dan Kemajuan Daerah sesuai prinsip otonomi yaitu Daerah

diberikun hak dun kewuubun untuk men^utur dun mcn^urus  scndiii urusun

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK PARKIR
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan

usaha yang meliputi   Perseroan Terbatas,  Perseroan Komanditer,

P<*refrr\an T ainnva  Parian TTcalia ^iHk "NJpoara atan FlapraVi ri^noan
A. VAb^VAA/AUA ^^MUtAl^ M^  A^AAAAAAAA  A_A ^TMAAI^ 11A111A 1 ^ V^iUU AAAAAH. AAUVAM11 AAVAA^MAA
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Finna,

kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 4

Ayat (1)
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Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang

dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib
Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD
atan tarpna Hitpmnlrannva rtata fi<:Val tiHaV itiiannrVan ci\ph Waiih Paiair
^.^^*. M.M^ W^^^ Ul.VUtMlUMUirU t^k^fcV* J.^^r^V^^^ ^^^^*Jl^ AA^^^^ V. ^ .UU1 W.V11 It **| ^ t^ ^ I^jlMI*

Pasal 16

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar

sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan

menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung,
ffiempefhitungkan, membayaf, dan melapofkan sendiri pajak yang

terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat

diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana

penagihan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Hurufb

Cukupjelas

ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain

yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk.

Hurufa

Angka 1)

Cukupjelas.

Angka 2)

Cukupjelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara

jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang

2t2U DCJdbat ^2112

ni^iiti uiirvcui oi\i i.vj.vi_> i.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata

jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepaia
Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

tcrtsiitu v2n iiv2t2~iiv2t2 2t2ii b^rd^s^rktm t^isil nsmc
memenuhi keWajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1.Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak
2009. Seteiah ditegur daiam jangka waktu tertentu juga beium
menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak
yang terutang.

2.Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009.
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil

pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang
terutang  yang  kurang  bayar tersebut,  Kepala Daerah dapat
menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.

3.Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah
diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-
kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak

Ayat (1)
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Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak

sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib
Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara

jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang
bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif

berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana  dimaksud pada  ayat   (1)   huruf b, yaitu dengan
Hitpmiitannva ^ata Hani Han/atan Hata vana Bpn-mia Hfinm t^mnor^an
****W*A*******A***^ ** *******  *******  **************  *******  J ****^  ************  **********  **** ****^V*

Ayat (3)

(dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar.
Sanksi administratif berupa bunga dihitUng sejak saat terutangnya pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Hurufc

Cukupjelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak
v^r\o tirink atan tfrlamHat HiH^var nntiil^ ianaVa waVtn naiino larna
J *"*^*^ ******** ^**^*** ***********^*** *******^***  ********^ J****^^****  ********* ^***A***^
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Ayat (5)
Cukupjelas

Cukupjelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

10

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal18

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 17

Ayat (1)
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Cukupjelas

rasai z^

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukupjelas

Ayat (6)
Cukupjelas

rasai Z4

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 23

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

rasai zz

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal21

Ayat (1)
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Cukupjelas.

Ayat (1)

30

Cukupjelas

29

Pasal

Pasal

Cukupjelas

Cukupjelas
Ayat (2)

Ayat(l)

rasai^s

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal 27

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Ayat(l)

Pasal 26

Ayat (3)

Ayat (2)
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Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)

Cukupjelas

Ayat (6)
Cukupjelas

Ayat (7)

Cukupjelas

Pasal31

Ayat (1)

Ayat (3)

Cukupjelas.

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara
lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati

sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak
tertentu.

Ayat (2)
Huruf a

Cukupjelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Huruf c

Cukupjelas.

Huruf d

Cukupjelas.

Huruf e
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Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup jelas

yang dimaksud dengan pihak lain adalah mereka yg terlibat dalam
menunjang pemungutan pajak hotel, al. SATPOL PP

Ayat (1)

Tii -><rrasai jo

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukupjelas
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Cukupjelas

Pasal 39

Cukupjelas

Pasal 40

Cukup jelas

i

Pasal 41

Cukup Jelas
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Cukupjelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Pasal37

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 38

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)


